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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bagian 

sebelumnya,dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial terlihat bahwa perbedaan alokasi penggunaan Dana Desa untuk 

kegiatan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan tipologi desa terdapat 

perbedaan yang signifikan dalam alokasi penggunaan Dana Desa untuk setiap 

desa yang ada di Kabupaten Boalemo. Sedangkan perbedaan alokasi 

penggunaan Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

desa berdasarkan tipologi desa tidak  terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

alokasi penggunaan Dana Desa di Kabupaten Boalemo. 

2. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo secara 

kualitas belum terealisasi secara maksimal, hal demikian terjadi karena Dana 

Desa yang seharusnya ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang 

dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada public yang meningkat, 

perekonomian  desa yang maju, mengurangi kesenjangan  pembangunan  

antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi 

bertindak sebagai subjek namun kebanyakan dari beberapa item tersebut tidak 

terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari status desa yang hanya 16 Desa 

berstatus maju, 54 yang berstatus desa berkembang, 10 desa yang bestatus desa 
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tertinggal dan ada sebanyak 2 desa yang berstatus desa yang sangat tertinggal. 

Dengan dana yang nominalnya sangatlah besar yang dikucurkan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah desa harusnya dapat membuat desa 

menjadi maju.  

3. Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Boalemo lebih banyak di anggarkan 

untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa 

relatif sedikit. Akibatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan di 

masyarakat itu kurang, karena anggarannya kurang. Sehingga ini yang 

membuat IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) di Desa yang ada di Boalemo 

pada umumnya rendah dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 

dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).  

5.2 Saran 

Dengan selesainya penulisan s k r i p s i  ini, beberapa saran yang dapat 

diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagaiberikut: 

1. Hendaknya pemerintah desa yang berada di masing-masing Desa di Kabupaten 

Boalemo lebih meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa terutama pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan pada 

pembangunan yang ada di desa. Karena banyak pembangunan fisik yang tidak 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

2. Perlu adanya perbaikan pada pemanfaatan Dana Desa, dimana jangan hanya 

lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik tapi juga untuk 

pemberdayaan masyarakat. 



77 
 

 
 

3. Pemerintah Desa dan Masyarakat, bersinergi secara bersama-sama dalam 

menggunakan anggaran Dana Desa untuk keperluan/kepentingan yang 

dibutuhkan oleh Desa yang ada di Kabupaten Boalemo. 

4. Perlu adanya pemaparan kepada masyarakat ataupun evaluasi bersama, untuk 

penggunaan anggaran Dana Desa yang ada di Kabupaten Boalemo. 
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